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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Adapun Implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma dalam pekara 

pidana bagi tersangka yang tidak mampu adalah : 

a. Mengarah pada Model Yurudis Individual, yakni model bantuan hukum 

yang tergantung pada peran aktifnya warga masyarakat yang meminta jasa 

para pengacara. 

b. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum evektif. Bantuan 

hukum yang diberikan oleh penegak hukum khususnya penyidik masih 

memihak kepada masyarakat yang mampu membayar jasa penasehat 

hukum/pengacara. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum secara Prodeo 

dalam perkara pidana bagi tersangka yang tidak mampu adalah : 

a. Kesalahan penafsiran oleh pejabat penydik terhadap kewajibanya dalam 

menunjuk penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum. 

b. Adanya unsur kesengajaan dari oknum pejabat penyidik, demi kebebasan 

dalam pemeriksaan untuk mencapai target tertentu. 

c. Kurangnya jumlah penasehat hukum atau lembaga bantuan hukum yang 

berada diwilayah tersebut. 

d. Keterbatasan anggaran yang di Departemen Kehakiman dan HAM untuk 

biaya jasa hukum itu sendiri. 



50 
 

e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari bantuan 

hukum. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Secara intitusi lebih meningkatkan pengawasan internal sebagai lembaga 

peradilan yang menjalan Misinya sebagai institusi keadilan bagi semua, 

dan terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

2. Pembinaan karakter dan meningkatan SDM setiap aparat penegak hukum 

dalam menjalankan system peradilan di Indonesia khususnya di Polres 

Gorontalo Kota, Polres Bone Bolango dan Lapas. 

3. Untuk terlaksananya pemberian bantuan hukum secara prodeo, sesuai 

dengan amanah Pasal 34 UUD 1945 di tegasakan bahwa fakir miskin 

adalah menjadi tanggung jawab negara. Maka diharapkan pemerintah 

dapat memberikan perhatian lebih terhadap biaya anggaran untuk di 

salurkan guna memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum secara 

Cuma-Cuma. 
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